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ABSTRAK

Sebagian masyarakat masih kurang memperhatikan pentingnya pencatatan
perkawinan dan menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang mendesak. Akibat
dari hal tersebut, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa diajukan sewaktu-
waktu sebagai solusi untuk pernikahan mereka yang tidak tercatat. Namun, perlu
diketahui tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim, jika
terjadi penolakan permohonan isbat nikah dapat menimbulkan berbagai persoalan
hukum, terutama terkait dengan penentuan jalur nasab anak. Adapun salah satu
contohnya, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm yang hasil penetapannya ditolak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui dokumen atau Penetapan
Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm, dan wawancara
dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Data sekunder didapatkan dari
bahan pustaka yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah yang
relevana. Teori yang digunakan, yaitu, Maslahah Mursalah dan Tujuan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin memiliki pandangan yang beragam, sebagian hakim berpandangan
bahwa nasab anak sangat bergantung kepada pengajuan permohonan asal-usul
anak, tetapi apabila tidak ada permohonan asal usul anak, maka secara hukum
bernasab kepada ibunya. Dari perspektif hukum Islam, anak tersebut bernasab
kepada ayahnya, pendekatan maslahah mursalah juga mendukung pengakuan
nasab anak demi keadilan dan kemaslahatan. Sebaliknya, dari perspektif hukum
positif, anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya, dinilai dari segi keadilan
posisi anak tersebut kurang menguntungkan karena mereka hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya, dari segi kemanfaatan anak yang lahir dari
perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan asal-usul anak agar memiliki
hubungan perdata dengan ayah biologisnya, penetapan yang menolak isbat nikah
dalam kasus ini mencerminkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Nasab Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.



ABSTRACT

Some people still do not pay attention to the importance of marriage
registration and consider it not something urgent. As a result, they assume that
marriage confirmation can be submitted at any time as a solution for their
unregistered marriage. However, it should be noted that not all marriage
confirmation requests can be granted by the judge, if there is a rejection of the
marriage confirmation request, it can cause various legal problems, especially
related to determining the child's lineage. One example is the Banjarmasin
Religious Court Decree Number 583 / Pdt.P /2024 / PA. Bjm, the results of which
were rejected.

This study uses a qualitative research method with a descriptive-analytical
approach. Primary data was obtained through documents or Banjarmasin
Religious Court Decree Number 583 / Pdt.P / 2024 / PA. Bjm, and interviews with
judges of the Banjarmasin Religious Court. Secondary data was obtained from
library materials in the form of books, official documents and relevant scientific
works. The theory used is Maslahah Mursalah and the Purpose of Law.

The results of this study indicate that the judges of the Banjarmasin
Religious Court have diverse views, some judges are of the view that the child's
lineage is highly dependent on the submission of an application for the child's
origin, but if there is no application for the child's origin, then legally the lineage
is to the mother. From the perspective of Islamic law, the child is descended from
his father, the maslahah mursalah approach also supports the recognition of the
child's lineage for the sake of justice and welfare. On the other hand, from the
perspective of positive law, the child is only descended from his mother, in terms of
Jjustice the position of the child is less advantageous because they only have a civil
relationship with their mother, in terms of benefits the child born from the marriage
can submit an application for the child's origin in order to have a civil relationship
with his biological father, the decision that rejects the marriage confirmation in
this case reflects legal certainty.

Keywords: Confirmation of Marriage, Child Lineage, Islamic Law, Positive Law
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MOTTO

LElaE e s
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."
(HR Ath-Thabari).
“Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain, padahal sifat
yang dipuji orang itu tidak ada padanya,”
(K.H. Muhammad Zaini Ghani)
“Hidup jangan mencari pujian dan jangan merasa pantas dipuji. Apabila dihina
jangan merasa hinaan itu tidak pantas buat kita, tapi hinaan itu pantas buat kita

karena kita penuh dengan kekurangan.”
(K.H. Ahmad Zuhdiannoor)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan
‘ tidak
\ Alif tidak dilambangkan
dilambangkan

<@ Ba’ b be

< Ta’ t te

o Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim j je

y Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha

2 Dal d de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er

J Zai z zet
o Sin S es

viii




B Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
R Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta’ t te (dengan titik di bawah
L Za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ayn : koma terbalik di atas

¢ Gayn g fe

- Fa’ f ef

3 Qaf q qi

&l Kaf k ka

J Lam 1 el

B Mim m em

o Nun n en

K Waw w we

° Ha’ h ha

3 Hamzah ’ apostrof

¢ Ya y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
PR ditulis muta’addidah
s ditulis ‘iddah




C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis 4

w,”;,

ditulis

hikmah

w5

o

ditulis

Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan 4.

HRENEAES

ditulis

karamah al-auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah

ditulis h.
kil 385 ditulis zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
fathah ditulis a
kasrah ditulis 1
dammah ditulis u




E. Vokal Panjang

Fathah + Alif adlala ditulis a: jahiliyah
Fathah + ya’ mati (sl ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati a S ditulis i: karim

Dammah + wawu mati Gy ditulis Q: furud

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati S ditulis ai: “bainakum”

Fathah wawu mati J5 ditulis au: “qaul”’

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Pl ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
A0%G Gl ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

S ditulis al-qur-an

e ditulis al-giyas

Xi




2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

WA ditulis as-sama’

(el ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

o3l g5 5 it Zawi al-Furud

0 A ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat,
mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur oleh
undang-undang, terutama untuk melindungi martabat dan kesucian
perkawinan, terlebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan berumah
tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah,
yang masing-masing suami dan istri, atau apabila salah satunya tidak
memenuhi kewajiban atau tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya
dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh
haknya masing-masing.!

Al-Qur’an menjelaskan mengenai pentingnya penulisan atau
pencatatan perkawinan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang

berbunyi:
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Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan tidak
dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Akta nikah merupakan
suatu bukti otentik yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan

dan menjadi jaminan hukum apabila salah satu pasangan melakukan

108.

! Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him.

2 Al-Baqarah (2) : 282.



tindakan menyimpang di kemudian hari sehingga mengakibatkan suatu
perselisihan yang upaya damainya harus dengan perantara pengadilan. Jika
suatu perkawinan tidak tercatat maka jaminan hukum juga tidak akan
berlaku. Dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat
nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada pasal ini menyebutkan apabila
perkawinan tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah atau karena
hilangnya akta nikah dan alasan lainnya dapat mengajukan isbat nikah ke
Pengadilan Agama.

Setelah menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada
tahun 2024 Pengadilan Agama Banjarmasin menetapkan perkara isbat nikah
sebanyak 37 perkara.’> Hal ini membuktikan bahwa pencatatan perkawinan
merupakan hal yang perlu diperhatikan agar dikemudian hari tidak
bertambah banyak lagi.

Faktor yang paling dominan maraknya pengajuan permohonan isbat
nikah lebih kepada budaya hukum masyarakat yang memandang hukum
agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi sahnya pernikahan mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat memiliki dua pandangan
terhadap sistem hukum masih ada. Mereka berpandangan, ketika syarat dan
rukun pernikahan secara agama telah terpenuhi, maka pencatatan

pernikahan bukan sesuatu hal yang mendesak. Akta nikah dipandang hanya

3 Diakses dari https:/putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-
banjarmasin/kategori/pengesahan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html  Pada tanggal 08
Oktober 2024 Pukul 01.14 WIB
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sebagai dokumen resmi yang sesekali waktu diperlukan. Akibatnya, mereka
menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu waktu diajukan sebagai
suatu solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut.*

Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm., di mana dalam duduk perkaranya pemohon I dan
pemohon II melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 14 Juli 2013
yang dilaksanakan di rumah pemohon II. Bahwa pada waktu akad nikah
pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor:
0314/AC/2011/PA.Cmi yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimabhi,
sedangkan pemohon II berstatus janda cerai (cerai bawah tangan) kemudian
pemohon II mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin
sehingga terbit kutipan Akta Cerai Nomor: 1009/AC/2023/PA. Bjm.
Bahwa para pemohon selama perkawinan tidak pernah bercerai dan
dikaruniai dua orang anak.

Majelis Hakim dalam Amar Putusannya menolak permohonan para
pemohon dengan pertimbangan bahwa pernikahan pemohon I dengan
Pemohon II tidak memenuhi maksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, dan tahu tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh
syari’at Islam, dimana ketika pemohon I dan Pemohon II menikah,
pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, hal ini

menunjukkan bahwa pemohon II masih terikah dengan suami terdahulu.

4 Gusti Muzainah & Miftah Faridh, Maraknya permohonan Pengesahan Perkawinan di

Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic,
and Legal Theory, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2024, hlm. 240.



Oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon I
dan pemohon II cacat hukum dan tidak dapat disahkan (di isbatkan).

Perkawinan merupakan suatu pondasi utama dalam membentuk
sebuah keluarga. Dalam Islam, perkawinan yang sah memiliki konsekuensi
hukum yang sangat penting, terutama dalam penentuan jalur nasab anak.
Proses isbat nikah menjadi penting bagi pasangan yang telah menikah
secara agama namun belum tercatat secara resmi. Namun, penolakan
permohonan isbat nikah dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum,
terutama terkait dengan penentuan jalur nasab anak.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka
perkara ini menarik dibahas lebih lanjut oleh penulis dengan menjadikannya
sebuah skripsi dengan Judul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Pada
Penentuan Jalur Nasab Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama

Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana Pandangan Hakim mengenai Dampak Penolakan isbat Nikah
Pada Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara penetapan Pengadilan

Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm ?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dampak
penolakan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam perkara
penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA.
Bjm.?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai Dampak Penolakan isbat
Nikah pada Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara penetapan
Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai
dampak penolakan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam
perkara  penetapan  Pengadilan Agama Banjarmasin  nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu
sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan bagi para pembaca terutama dalam bidang hukum Islam
terutama yang berkaitan dengan penolakan isbat nikah dan dampaknya

terhadap penentuan jalur nasab anak. Penelitian ini juga diharapkan nanti



bisa dijadikan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan masalah ini.
2. Secara praktis
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat pada umumnya dan dapat memberi pengetahuan kepada
kalangan akademisi maupun praktisi yang berhubungan dengan
pembahasan penolakan isbat nikah dan dampaknya terhadap penentuan
jalur nasab anak dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang
memiliki kesamaan topik. Kajian isbat nikah bukan merupakan suatu kajian
yang baru, akan tetapi sudah banyak peneliti yang mengkaji serta
menganalisis mengenai isbat nikah. Adapun beberapa karya yang
ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh
Akhmad Adib Setiawan dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan
Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai
tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim
dalam memutus perkara nomor : 0033/Pdt. P/2012/PA. Wt.> persamaan

dengan penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah, sedangkan

> Akhmad Adib Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh
Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.), Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat
nikah pada penentuan nasab anak.

Kedua, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis
oleh Novi Nandiatus Solekah dengan judul “Implikasi Penolakan Itsbat
Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan
Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)”. skripsi ini menjelaskan mengenai
implikasi penolakan itsbat nikah pada status anak, dan solusi terhadap status
anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.® Persamaan dengan
penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah dan status anak, sedangkan
perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat
nikah pada penentuan nasab anak.

Ketiga, Skripsi UIN Raden Intan Lampung yang ditulis M. Dewo
Ramadhan dengan judul “Amalisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah
Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama
Metro No : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”. Skripsi ini menjelaskan
pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat
nikah, dan juga menjelaskan dampak yuridis dan sosial penolakan itsbat
nikah  terhadap status perkawinan dan anak perkara nomor:

0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.” Persamaan dengan penelitian ini, yaitu

® Novi Nandiatus Solekah, Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di
Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs), Skripsi Fakultas
Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

" M. Dewo Ramadhan, Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status
Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt),
Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Raden Inten Lampung, 2019.



persamaan topik isbat nikah, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih
berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak
dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rizky Amelia Fathia, dan Dian
Septiandani dengan judul “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap
Pemenuhan Hak Anak”.  Jurnal ini menjelaskan dampak apabila
permohonan isbat nikah tidak diterima atau ditolak akan memengaruhi
status dan keabsahan anak untuk mendapatkan haknya.® Persamaan dengan
penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah dan status anak, sedangkan
perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat
nikah pada penentuan nasab anak.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Idah Farida, Nur Khoirin YD, dan
Ummul Baroroh dengan judul ”Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi
Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang
Tahun 2021)”. Jurnal ini menjelaskan problematik hukum terhadap anak
dan harta perkawinan yang disebabkan karena penolakan permohonan isbat
nikah yang ada di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021 yang terdapat
dalam nomor perkara 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan

0561/Pdt.P/2021/Pa.Pml.® persamaan dengan penelitian ini, yaitu

8 Rizky Amelia Fathia, dkk., “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak
Anak”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 2, November 2022.

% I1dah Farida, dkk., “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan
Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)”, LEX et ORDO Jurnal Hukum dan
Kebijakan, Volume 1 No. 1, Oktober 2023.



persamaan topik isbat nikah, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih
berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak.
. Kerangka Teori

Guna mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif
mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur
nasab anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin
nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm. Peneliti akan menggunakan teori
Maslahah Mursalah dan Tujuan Hukum.

Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Maslahah
Mursalah. Maslahah Mursalah sendiri berasal dari dua kata yaitu Maslahah
dan Mursalah, kata Maslahah  menurut bahasa adalah “manfaat™,
sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas”. Maslahah Mursalah menurut
istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan
hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang
mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut. !

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan Maslahah Mursalah yaitu
segala sesuatu yang dapat memberikan atau mendatangkan suatu
kemaslahatan, namun di dalamnya tidak terdapat penegasan yang
menyatakan dan tidak ada dalil atau nash (Al-Qur’an dan Sunnah) yang
menunjukkan pengakuannya atau penolakannya.!! Selain itu, ada yang

mendefinisikan Maslahah Mursalah dengan segala sesuatu yang dipandang

10 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 135.

11 Sapiudin Shidiq, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.
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baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum
namun tidak ada dalil syara’ yang menolaknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Maslahah
Mursalah adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-
Qur’an maupun Sunah, yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi hidup
manusia yang berasaskan menarik manfaat dan menghindari kerusakan
untuk memelihara tujuan syara’, yaitu memelihara agama, memelihara
jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kajian mengenai teori Maslahah Mursalah merupakan kajian yang
mengkhususkan kajian yang berkaitan dengan Maslahah di masa modern.
Dengan hadirnya teori Maslahah Mursalah memberikan manfaat sebagai
pisau analisis tentang maslahah yang baru secara hukum yang tidak
dijelaskan, dalam hal ini mengenai dampak penolakan permohonan isbat
nikah terhadap penentuan jalur nasab anak menurut hukum Islam.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Tujuan
Hukum. Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa adanya hukum
untuk ~ menciptakan  keadilan  (gerechtmatigheid), = kemanfaatan
(doelmatigheid), dan kepastian (rechtmatigheid).'” Ketika terjadi benturan
antara tiga nilai tersebut dalam pengaplikasian hukum, maka harus ada yang
diprioritaskan dan ada yang dikorbankan. Maka urutan asas prioritas yang

digunakan oleh Gustav Radbruch adalah sebagai berikut; Keadilan Hukum,

12 Donny Donardono, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Perkumpulan
untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007), hlm. 76.
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Kemanfaatan Hukum, kemudian baru Kepastian Hukum.!* Yang akan
diuraikan sebagai berikut;
a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum
pertama dan yang paling utama. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan
tolak ukur yang mana keadilan melekat pada diri manusia. Keadilan
tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara cara
manusia dalam mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan
memberlakukan hukum. Seorang hakim di Indonesia mengatakan,
apabila ingin menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian
hukum. Hukum hanya sebagai sarana sedangkan tujuannya adalah
keadilan.'*

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan
distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan
keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi
haknya, jadi sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komutatif
merupakan keadilan yang menyangkut mengenai masalah hak yang adil

di antara beberapa manusia pribadi yang setara.'

13 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo, 2015), hlm. 123.
14 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, hlm. 290.

15 Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik
Sampai Pemikiran Modern, Jurnal Yustisia, Volume 3 No. 2, (Mei-Agustus 2014), him. 120.
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b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum atau dengan nama lain utilitarianisme, yang
berasal dari kata utilitas dalam bahasa latin yang berarti berguna,
menguntungkan, dan berfaedah. Sedangkan menurut istilah teori ini
memandang baik atau tidaknya sesuatu, melanggar atau tidaknya sesuatu
atas hukum dilihat dari kemanfaatan dan faedah yang dihadirkan.
Maksud dari kemanfaatan di sini adalah kebahagiaan, yaitu sebuah
kebahagiaan yang tidak memandang baik atau tidaknya hukum dengan
keadilan, akan tetapi dengan seberapa banyak kebahagiaan dapat
diperoleh untuk banyak orang. Namun sebaliknya, apabila perbuatan itu
dapat menghadirkan keburukan dan kerugian, maka perbuatan tersebut
dianggap tidak benar dan baik. Maka dalam teori ini sebuah kebaikan dan
keburukan harus dilihat dari segi kemanfaatannya.'®

c. Kepastian Hukum

Sebuah hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya
karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku pada setiap
orang. Kepastian sendiri termasuk dalam salah satu tujuan dari hukum.
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya kepastian hukum
adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan, maka orang yang
berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat

dilaksanakan.!”

16 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), him. 254.

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta; Liberty,
2017), hlm. 71.
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Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun
sebaliknya hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,
mengikat, dan menyamaratakan. Sedangkan kepastian hukum adalah
pelaksanaan hukum sesuai bunyinya, sehingga masyarakat dapat
memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian
kepastian hukum mengandung banyak makna, yaitu adanya kejelasan,
tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukun akan
memastikan tiap individu melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Namun sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum
maka setiap individu tidak memiliki hak ekslusif dalam melakukan
perbuatan. Kemudian Gustav Radbruch menyimpulkan bahwa terdapat
empat hal mendasar mengenai makna kepastian hukum, yaitu : 1) bahwa
hukum itu positif, yakni sudah diundangkan, 2) hukum itu berdasarkan
fakta, yaitu berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi, 3) sebuah fakta
harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan
dalam hal pemaknaan dan penafsiran, dan 4) hukum positif tidak boleh
diubah atau direvisi maupun diganti. Pendapat ini berdasarkan
pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian
untuk hukum itu sendiri.'”® Dengan adanya teori tujuan hukum ini

memberikan manfaat sebagai pisau analisis tentang dampak penolakan

18 Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 20.
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permohonan isbat nikah terhadap penentuan jalur nasab anak menurut
hukum positif.
G. Metode Penelitian
Guna untuk memperoleh data yang akan dikaji, penulis memerlukan
sebuah metode penelitian yang relevan dan mendukung penyusunan skripsi
ini. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian pustaka (Library Research), yaitu suatu studi yang digunakan
dalam mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku, kisah-
kisah sejarah dan berbagai sumber lainnya.'” Penelitian ini dilakukan
dengan cara analisis terhadap dokumen putusan Nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm tentang isbat nikah. Penelitian ini juga
menggunakan penelitian lapangan (Field Research) untuk mendukung
dan memperkuat data yang sudah didapat dari penelitian pustaka.
Penelitian lapangan yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan
wawancara dengan majelis hakim untuk mengetahui lebih dalam
mengenai status hukum anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama

Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

1 Dimas Assyakurrohim dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal
Pendidikan Sains dan Komputer, Volume 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023), hlm. 2.
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2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini
bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi
penjelasan terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel
yang telah dikumpulkan, kemudian dibuatlah kesimpulan yang berlaku

untuk umum.?°

Maka, dapat diartikan sifat penelitian ini dalam
memecahkan masalah harus didapat berdasarkan fakta, kemudian diolah
dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya mengenai dampak

penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak

menurut hukum Islam dan hukum positif.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan
yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan sebagai landasan maupun acuan.
Pendekatan yuridis mengkaji mengenai dampak penolakan permohonan
isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak menurut hukum positif
Indonesia. Sedangkan, pendekatan normatif mengkaji dari sudut pandang

hukum Islam yakni Al-Qur’an, Hadits, dan [jma Ulama’.

105

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
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4. Sumber Data
Sumber data adalah tempat di mana sumber data itu diperoleh.

Maka, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber

data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer adalah bahan yang secara langsung digunakan
oleh penulis. Sumber data yang digunakan penulis yaitu berupa
dokumen atau putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm dan wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Banjarmasin

b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan
pustaka, yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi, dan karya
ilmiah, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah
penelitian dan bisa mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan
Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan sebagai dasar
dalam menganalisis data primer, yaitu putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm. Selain itu, studi
kepustakaan diambil dari berbagai macam referensi untuk dapat
menganalisis data primer dari perspektif hukum Islam dan hukum

positif.
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b. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.?! Teknik
pengumpulan wawancara digunakan untuk melengkapi data primer
yang didapat dari putusan pengadilan. Wawancara dilakukan oleh
penulis dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin,
yaitu Mahalli, Subhan, Muhammad Radia Wardana, dan Raudatul
Jannah. Empat orang tersebut dipilih untuk mengetahui pandangan
masing-masing mengenai dampak penolakan isbat nikah pada jalur
nasab anak. Wawancara dilakukan secara langsung bertempat di ruang
tamu terbuka Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 20 dan 31
Januari 2025, sehingga mendapat beberapa macam pandangan hakim
mengenai Dampak Penolakan Permohonan isbat Nikah Pada
Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara putusan Pengadilan
Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm.
6. Teknik Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan metode dekriptif analitik, artinya dengan
mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian yaitu putusan

Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm, dan

21 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.
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wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus tersebut
mengenai status hukum anak akibat penolakan permohonan isbat nikah.
Kemudian mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada
penentuan jalur nasab anak akan dianalisis melalui perspektif Maslahah
Mursalah dan Tujuan Hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan dari
hasil analisis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang akan dikaji ini terbagi menjadi
lima bab. Diawali dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan
disertai penjelasan secara rinci di setiap babnya. Sistematika pembahasan
ditujukan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran
yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka
(membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih
relevan dan berkaitan), kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis
penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika pembahasan
(gambaran secara sistematis pada penelitian ini).

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai gambaran
umum tentang perkawinan (meliputi pengertian perkawinan, rukun dan
syarat perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan akibat

hukum perkawinan), pencatatan perkawinan (meliputi pengertian
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pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, dan tujuan
pencatatan perkawinan), isbat nikah (meliputi pengertian isbat nikah dan
dasar hukum isbat nikah), dan nasab anak (meliputi pengertian nasab,
sebab-sebab terjadinya hubungan nasab, cara menetapkan nasab, dan
urgensi nasab dalam Islam.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Banjarmasin yang mencakup sejarah visi misi, tugas dan
kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin, struktur organisasi dan
deskripsi mengenai putusan Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

Bab keempat, akan membahas pandangan hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai
dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak
dalam perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi
ini secara umum. Hal ini disampai sebagai penegasan jawaban atas pokok
masalah yang telah dikemukakan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-
saran yang bersifat membangun agar menjadi penelitian yang berkembang

dan bermanfaat ke depannya.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka hasil dan jawaban yang

ditemukan oleh penulis dari rumusan masalah:

1. Empat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki pandangan yang
berbeda dalam menentukan nasab anak akibat penolakan permohonan
isbat nikah. Namun secara umum, sebagian Hakim berpandangan bahwa
penentuan nasab sangat bergantung pada pengajuan permohonan asal
usul anak di Pengadilan Agama. Jika tidak ada permohonan asal usul
anak, maka secara hukum anak hanya bernasab kepada ibunya. Apabila
permohonan asal usul anak diajukan di kemudian hari, maka hakim akan
menentukan status nasab anak berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan
dalam persidangan.

Perbedaan pendapat yang muncul di antara para hakim mencerminkan
kompleksitas hukum dalam kasus pernikahan tidak sah. Salah satu
pandangan menyebutkan bahwa anak tetap bernasab kepada suami
pertama jika tidak ada penyangkalan darinya, sementara pandangan lain
menegaskan bahwa anak tidak bisa dinasabkan baik kepada pemohon I
maupun suami pertama dan hanya bernasab kepada ibunya. Dari berbagai
pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penolakan
isbat nikah, status nasab anak tidak dapat ditentukan secara otomatis,

melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena

62
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itu, peran hakim dalam menilai dan memutus perkara ini menjadi sangat
penting untuk memberikan kejelasan hukum dan keadilan bagi para
pihak yang berkepentingan.

. Perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan antara pemohon
I dan pemohon II dianggap sah karena pemohon II telah melewati masa
iddah setelah perceraian secara agama, dan anak-anak yang lahir dari
perkawinan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dari perspektif
maslahah mursalah perkawinan para pemohon membawa maslahat yang
lebih besar dari pada mudaratnya. Meskipun perkawinan tersebut tidak
dicatatkan, namun secara syariat pemohon II telah melewati masa iddah
yaitu tiga kali suci ketika menikah dengan Pemohon I. Berdasarkan
prinsip kemaslahatan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
memiliki hak penuh atas nasab ayahnya. Mengingkari nasab anak hanya
karena status administratif kedua orang tuanya bertentangan dengan
prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Perspektif hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui karena
pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu saat
menikah dengan pemohon I. Akibatnya anak-anak hanya memiliki nasab
kepada ibu mereka sesuai Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 100
Kompilasi Hukum Islam. Dari aspek keadilan, putusan ini melindungi
hak-hak suami sah dari Pemohon II dan memastikan bahwa pernikahan
yang melanggar hukum tidak diakui. Namun, bagi anak-anak yang lahir

dari perkawinan tidak sah, terdapat ketidakpastian dalam aspek hak waris
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dan pengakuan nasab, sehingga menimbulkan tantangan keadilan
substantif. Dari sisi kemanfaatan, putusan ini berfungsi sebagai
peringatan hukum agar masyarakat tidak melakukan nikah siri yang
dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum. Namun, untuk
melindungi kepentingan anak, terdapat peluang hukum yang dapat
dimanfaatkan, seperti pengajuan permohonan asal-usul anak agar
mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi. dari sisi kepastian hukum, penetapan ini
mempertegas bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten untuk
mencegah pelanggaran aturan perkawinan dan memastikan bahwa
pernikahan hanya sah jika memenuhi syarat hukum yang berlaku.
Dengan demikian, putusan ini berperan penting dalam menjaga

ketertiban hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia.
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B. Saran

Terdapat beberapa saran pada beberapa pihak yang dapat penulis
berikan setelah penulis melakukan penelitian ini:

1. Pemerintah dan Lembaga Peradilan Agama sebaiknya mengkaji ulang
mekanisme isbat nikah serta permohonan asal-usul anak agar lebih
inklusif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Peran Hakim dalam menafsirkan hukum secara proporsional, mengingat
adanya anak akibat penolakan isbat nikah, diperlukan pedoman atau
yurisprudensi yang lebih jelas dan seragam. Hal ini akan membantu
hakim dalam memberikan putusan yang adil dan tidak merugikan anak
sebagai pihak yang tidak bersalah.

3. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, sosialisasi mengenai
pentingnya pencatatan perkawinan harus lebih digencarkan agar
masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak
dicatat. Selain itu, edukasi mengenai prosedur hukum yang dapat
ditempuh dalam kasus perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara
juga perlu ditingkatkan.

4. Penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
dampak hukum dan sosial terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang
tidak tercatat, serta efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam
memberikan perlindungan kepada mereka. Penelitian ini dapat menjadi
landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih

responsif terhadap dinamika sosial.
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